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TENTANG 

PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN JEPARA 

BUPATI JEPARA. 

a. bahwa pertambahan penduduk dan perubaa p0la konsursl 
masyarak.at menirbulkan bertambahrya volume, [en/s, da 
karaktenigtk sampah yang semakin beragam 

b bahwa pengelolaan sampah selama ini belurm sesuai dengan 
metode dan teknik pengelolean sampah yang berwawassn 
lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatd terhadap 
kesehatan masyarakat dan lingkungan 

• bahwa sampah telah menjadi suatu permasalahan yang rumit 
sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif 
dan terpadu dari hulu ke hi#fir agar membenikan manfaat secata 
ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, 
serta dapat mengubah perilaku masyarakat 

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, hurut b dan hurut c di atas perlu menetapkan 
eraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 

2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang engelolaan 
Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
1997 Nmor 68 tambanan lembaran Negara Republik 
Indonesia Norr 3699) 

3. Undang-undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 
Nom&r 125. Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Urdang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59_ Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nor0r 4844 
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4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 69, Tambatan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4851) 

5 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tigkat II Jepara Nomor 1 
Tahun 1995 tentan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban 
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Jepara Tahun 
1995 Nomor 4) 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Jepara Nomor 5 
Tahun 1998 tentang encana Tata Ruang Wlayah Kabupaten 
Daerah Tigkat I Jepara ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat Al Jepara tahun 1999 Narmor 6) 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomot 5 Tahun 2003 
tentang Rencana Urum Tate fRuang Kota Jepara 
(lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tatun 2003 Nomr 14 
Turnbahan Lembar Daerah Kabupaten Jepavg Narmor5) 

MEMU TUSKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI 
KABUPATEN JEPARA 

8AB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian ke sau 
Defisi 

Pa#al 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan 

1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara 

2 Peerintah Daerah adalah Bupai dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah 

3. Sampah adalah sisa kegiatan sehani hari manusia dan/ atau proses alam 
yang berbentuk padat 

4. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau 
volumenya mermerlukan pengelolaan khusus 

5. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah 

• Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang 
mnenghasilkan timbulan sampah 
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7 Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan 
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah 

8 Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS dalah 
tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan 
0an/ at.au tempat pe01g0/ahan $a070ah erpau 

g. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatn 
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, 
dan pemrosesan akhir $a0ah 

10. Termnpat perrosesan akhir adalah tempat untuk memnroses dan mnengembalikan 
sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan #ingkungan 

1f Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/ atau badan 
hukun 

12 Pererintah daerah adaah bupati dan perangiat daerah sebagal unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah 

Bagan ke dua 
Ruang lingkup 

Pa#al 2 

() Ruang ling#up sampah yang dielola dalam peraturan ini, terdini atas 
a. Sampah rumah tang9a 
b Sampah sepenis sampah rumah tangga, 
c. Sampah spesifk 

(2) Sampah rumah tang9a sebagaimana dimaksud pada ayat () huruf a berasal 
dari kegiatan sehani hani dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan 
$a0pa spesifk 

(3) Sampah sejenis sampan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b berasal dani kawasan komersial kawas.an industri, kawas.an khusus, 
fasiltas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasihtas lainnya 

(4) Sampah spesifik sebagaimana dima«sud pada ayat (1) huruf c meliputi 
a. Sampah yang mengandung bahen berbahaya dan beracun, 
b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; 

Sampah yang timbul akibat bencana 
d. Puing bongkaran bangunan, 
e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/ atau 
f Sampah yang timbul secara tidak peniodik 
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BAB 

AZAS DAN TUJUAN 

Pasal 3 

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas 
berkelanjutan, as.a 01a0a.at, as.as eadilan, as.as esaa0an1, as.as kebersaran 
a8as esela071a0an, as.as keamnanan an as.as nila ek0nomi 

Pasal 4 

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan 
kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber days 

BAB HI 

HAK DAN KEWA,JIBAN 

Pasal 5 

Setiap orang berhak 

a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan 
berwawasan lingkungan dai Pemerintah daerah dan atau pihak lain yang diberi 
tang9ung jawab untuk itu 

b Berpartisipasi dalam proses pengambitan keputusan, penyelenggaraan, dan 
pengawassn di bidang pengelolaan sampah 

¢. Memperoleh informasi yang benat, akurat dan tepat waktu mengenal 
penyelenggaraan pengelolaan sampah 

d Mendapatkan pertindungan dan kmpensasi karena dampak negatif dart 
kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah dan 

\ e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara 
baik dan berwawasan lingkungan 

asat 6 

Setiap 0rang dalam pengelolaan a0pah rumah tang9a dan sampah sejenis 
sampah rumah tangga waijb mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang 
berwawasan lingkungan 

Passt 7 

Pengelola kawars.an perTukimnan, kawa.an komersial, kawas.an industni, kawars.an 
khusus, fasilitas urum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan 
fasilitas pemilahan sampah 
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peal8 

Setiap produsen harus mencanturkan label atau tanda yang berhubungan dengan 
pengurangan 0an penanganan1 $a11pa.h7 pa.la kemasan dan/ atau pr0duknya 

asal 9 

Produsen wajib mengelola kerasan dan/ atau barang yang diproduksinya yang 
idak apat al.au sulit terurai oleh proses ala7 

BAB IV 

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAN 

Pasal 10 

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah gejenis samnpah tumah tang9a 
terditi atas 

a Pengurangan sampah dan 

• Penanganan sampah 

Pasal 1 

( Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi 
kegiatan 

a. Pembatasan timbulan sampan 

b. Pendauran ulang sampah, dan/ atau 

¢ Permanfaatan kembahi sampan 

(2) Pelaku usaha datam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan samnpah sesedikit 
mungkin, dapat diguna utang dapat didaur ulang. dan/ atau mudah diurai oleh 
proses ala0 

() Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebgaimnana 
dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur 
ulang, dan/ atau mudah digrai oleh proses alamn 

Pasa 12 

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 11 huruf b 
eliputi 

a Pemilahan dalam bentuk pengelmpokan dan pemisahan sampah sesuat 
dengan jenis, jumlah, dan/ atau sifat sampah 

b. Pengumpulgn dalam bentuk pengambilan dan perindahan sampah dani sumber 
sampan ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah 
leered, 
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¢. Pengangkutan dalamn bentuk membawa sampah dari sumber dan/ atau dart 
tempat penampungan samnpah sementara atau dani tempat pengolahan sampah 
terpau euu ke tempat pemrosesan akhir 

d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karekterisitik, komposisi, dan jurlah 
sa0pah, dan/ atau 

e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengerbalian sampah dan/ atau 
fesidu has.il pengolahan sebelumya e media lingkugan Seara a.man 

8AB V 

MEKANISME PENELOLAAN SAMP AH 

Pasal 13 

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah gejenis sampah rumah tangga, 
diatur sebagai berikut 

a Sumber sampah wajib menyediakan terpat sampah yang tertutup; 

b. Sumber sampah wajib merlah sampahnya menjadi sampah organik (bas.ah) 
dan sampah anorganik (kering) dan menempatkannya dalam wadah yang 
berbeda 

• Sumber sampah berkewajiban mengumpulkan sampahnya ke ternpat TPS «tau 
mengumpulkannya secara langsung e TPA 

d. Pemerintah Daerah berkewajban mengambid sampah da TPS_ untuk kemudian 
mengumpulkannya ke TA 

e. Pengelolaan sampah di TPA menjadi tang9ung jawab Pemerintah Daerah 

Pasal 14 

Pegelolaan sampah spesifik diatur sebaai benikut 

a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta sampah yang 
mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun wajib dikelola menurut 
etentuan paraturan perundang-undangan yang bertaku 

b. Sampah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun serta sampah 
yang tidak mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun pengelolaannya 
sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bupati ini 
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BAB V 

PERAN MASYARAKAT 

Pasal 15 

Mayarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh 
emerintah daerah 

Pasal 16 

Tata cara peran masyarakat dalam pengelolaan sampah diatur sebagai benikut 

a. Setiap peran masyarakat hanus disampaikan secara tertutis kepada Bupati 
dengan menyebutkan secara jelas dan lengkap nama dan alamat yang 
bersangkutan 

b. Bupati menunjuk SKD atau beberapa SKPD untuk mengkaji dan memahami 
setiap peran masyarakat yang masuk, 

c Hasil kajian $SKPD alas peran masyarakat dilaporkan kepada Bupati untuk 
ditindaklanjuti, 

d. Apabila Bupati berpendapat. batwa has kajan SKPD perlu hibahas lebih larjut 
dalam forum yang lebih lugs dan representative, maka Bupati mererintakan 
epada Sekretaris Daerah untuk mengkordinir penanganannya 

e Formulasi akhir atas peran masyarakat harus disampaikan secara tertutis 
kepada pihakpihak yang terkait 

asal 1 

Setiap orang ditarang 

a. AMemasukkan sampah ke dalam wilaya Daerah 
b. Mengimpor sampah; 
• Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, 
d.Mengelola sarnpah yang meyebatkan pencemaran dan/ atau perusakan 

lingkungan 
e. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan 
f Melakuk.an penanganan sa1pa.h en9an pemnbung.an terbuka ditempat 

peroosesan akhir dan/ atau 

g. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan 
sampah 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan iri mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini 

dengan penempatannya dalam Benita Daergh Kabupaten Jepata 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 7 lee be e8 

~.do»o 
Diundangkan di depara 
pada tang9al 

PIM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

BASIRUN 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 9 3 


